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ABSTRAK  

SITI SURANI. NPM : 1805170098. Implementasi Perpajakan Dalam 

Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor Kepala Desa Sidoharjo I Pasar 

Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang). Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 

2022. Skripsi. 

Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa 

sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Sehingga 

penerapan perpajakan Sebagai pemungut PPN dan pemungut PPh pasal 22 

diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Adapun 

masalah di penelitian ini adalah keterlambatan pelaporan pajak dan tidak adanya 

membayar denda atas keterlambatan melapor, sehingga bendahara desa tidak 

melakukan pelaporan yang sesuai dengan undang - undang. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perpajakan pengelolaan dana desa 

Desa Sidoharjo I Pasar Miring. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, melakukan analisis 

dan membuat kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perpajakan 

ini menunjukkan perhitungan pajak di desa Sidoharjo I Pasar Miring sudah sesuai 

dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan penyetoran, 

bendahara desa menyetor pajak PPN dan PPh Pasal 22 di lakukan dengan surat 

pemberitahuan masa sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi 

pelaporan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang 

karena adanya keterlambatan lapor sehingga bendahara dikenakan denda, desa 

Sidoharjo I Pasar Miring tidak membayar denda pajak sehingga bisa dikenakan 

sanksi yang sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor 

64/PMK.05/2013 pasal 17. 

 

Kata Kunci : Penerapan Perpajakan, Dana Desa 
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AB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Berdasarkan ketentuan pasal 114 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 

2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil 

kesepakatan dalam musyawarah desa. Pembangunan desa bertujuan untuk upaya 

peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa. Dalam pengelolaan dana desa, seluruh pendapatan desa diterima 

dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). 

APBDesa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintahan 

desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang 

ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi 

kewenangan desa. 

Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi penerimaan 

pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan 

APBDesa. Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa 

bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, 

wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Tahun 2015 telah ditetapkan pajak dana desa Sidoharjo I Pasar Miring untuk 

mensejahterakan masyarakat desa dan untuk memperseimbangkan perekonomian 
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masyarakat       desa yang satu dengan desa yang lain. 

Menurut Soeparman Soemahamidjaya (Bohari.,2017, hal.24) Pajak adalah 

iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan 

norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa 

kolektif dalam pencapaian kesejahteraan umum. 

Menurut Herry Kamaroesid (2017, hal.294) dana desa adalah dana yang 

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan 

bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 

kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. 

Pemerintah desa diyakini lebih mampu melihat prioritas kebutuhan 

masyarakat dibandingkan pemerintah kabupaten yang secara nyata memiliki 

ruang lingkup permasalahan yang lebih luas. Untuk itu pembangunan pendesaan 

yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, potensi yang 

dimiliki, aspirasi masyarakat dan prioritas pembangunan pendesaan yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan ketentuan pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang  

desa diatur bahwa salah satu sumber pendapatan desa berasal dari alokasi APBD. 

Sehubungan dengan telah dilimpahkannya pengelolaan dana desa secara mandiri 

oleh desa yang selanjutnya disebut dengan alokasi dana desa. Alokasi dana desa 

sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah 

desa. Desa memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kawasannya sesuai 

kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat agar tercapai kesejahteraan dan 

pemerataan kemampuan ekonomi. 
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Pemerintah desa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya membutuhkan 

sarana dan prasarana berupa barang dan jasa. Barang dan jasa ini tidak mungkin 

disediakan sendiri sepenuhnya sehingga membutuhan pihak lain sebagai penyedia 

barang atau penyedia jasa. 

Pasal 16A ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yang 

mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau 

jasa kena pajak kepada pemungut pajak pertambahan nilai. Pasal 22 ayat (1) huruf 

a Undang-Undang Pajak Penghasilan 2008 mengatur bahwa menteri keuangan 

dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan 

dengan pembayaran atas penyerahan barang. 

Sebagai pemungut PPN diharuskan melakukan pemungutan pajak yang 

terutang atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak, dan sebagai 

pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan pemungutan pajak yang berkaitan 

dengan pembayaran atau penyerahan barang. Sebelum melakukan pemungutan, 

bendahara desa melakukan perhitungan, kemudian bendahara desa melakukan 

penyetoran ke kas negara dan selanjutnya bendahara desa  setiap bulan harus 

melaporkan pemungutan pajak ke KPP yang ada di wilayah kerjanya. 

Desa Sidoharjo I Pasar Miring melakukan pembelian terhadap barang kena 

pajak dan/atau jasa kena pajak maka akan dikenakan pajak pertambahan nilai, dan 

juga melakukan pembelian barang minimal 2 juta akan dikenakan pajak 

penghasilan pasal 22. Adapun rincian jumlah pajak pertambahan nilai dan 

pajak penghasilan 22 adalah sebagai berikut : 
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Tabel 1.1 

Pajak Penghasilan Pasal 22 Tahun 2019 - 2021 (Dalam Rupiah) 

Tahun Pemotongan 

dan 

penyetoran  

PPh Pasal 

22 

Tanggal 

pencatatan  

Tanggal 

penyetoran 

dan 

pelaporan 

Batas 

waktu 

penyetoran 

Batas 

waktu 

pelaporan 

Keterangan 

2019 -  - - - - 

2020 Rp. 255.095 20/03/2020 20/01/2021 Pada hari 

yang sama 

saat 

penyerahan 

barang 

Tanggal 14 

bulan 

berikutnya 

Tidak tepat 

waktu 

2020 Rp. 344.318 01/04/2020 20/01/2021 Pada hari 

yang sama 

saat 

penyerahan 

barang 

Tanggal 14 

bulan 

berikutnya 

Tidak tepat 

waktu 

2021 Rp. 196.786 07/10/2021 25/09/2021 Pada hari 

yang sama 

saat 

penyerahan 

barang 

Tanggal 14 

bulan 

berikutnya 

Tidak tepat 

waktu 

Tabel 1.2 

Tahun 2019 - 2021 Pajak Pertambahan Nilai (Dalam Rupiah) 

Tahun Pemotongan 

dan 

penyetoran  

PPh Pasal 

22 

Tanggal 

pencatatan  

Tanggal 

penyetoran 

dan 

pelaporan 

Batas 

waktu 

penyetoran 

Batas 

waktu 

pelaporan 

Keterangan 

2019 -  - - - - 

2020 Rp. 255.095 20/03/2020 20/01/2021 Akhir bulan 

berikutnya 

setelah 

masa pajak 

berakhir dan 

sebelum 

SPT masa 

PPN 

disampaikan  

Akhir 

bulan 

berikutnya 

setelah 

masa pajak 

berakhir  

Tidak tepat 

waktu 

2020 Rp. 344.318 01/04/2020 20/01/2021 Akhir bulan 

berikutnya 

setelah 

masa pajak 

berakhir dan 

sebelum 

SPT masa 

PPN 

disampaikan 

Akhir 

bulan 

berikutnya 

setelah 

masa pajak 

berakhir 

Tidak tepat 

waktu 

2021 Rp. 196.786 07/10/2021 25/09/2021 Akhir bulan 

berikutnya 

Akhir 

bulan 

Tidak tepat 

waktu 
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setelah 

masa pajak 

berakhir dan 

sebelum 

SPT masa 

PPN 

disampaikan 

berikutnya 

setelah 

masa pajak 

berakhir 

 

Sumber : bendahara Desa Sidoharjo I Pasar Miring 

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa desa Sidoharjo I Pasar 

Miring pada tahun 2019 hingga 2021 jumlah nominal pajak pertambahan nilai 

(PPN) lebih tinggi dari jumlah nominal pajak penghasilan pasal 22, hal ini 

dikarenakan desa melakukan pembelian terhadap barang dibawah jumlah 2 juta, 

sehingga hanya terkena pajak pertambahan nilai (berdasarkan PMK 154 tahun 

2010 pasal 3 ayat 1 huruf e). 

Desa Sidoharjo I Pasar Miring berdasarkan perhitungan wajib pajak 

menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang-undang, yaitu besarnya 

pajak pertambahan nilai (PPN) dengan tarif 10% dan besarnya pajak penghasilan 

pasal 22 dengan tarif 1,5%. Berdasarkan penyetoran, wajib pajak menyetor PPN 

dan PPh Pasal 22 sesuai dengan peraturan undang-undang, hal ini diatur dalam 

pasal 15A Undang- Undang PPN 1984, penyetoran pajak pertambahan nilai 

dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 

243 tahun 2014 penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat 

pemberitahuan masa. 

Berdasarkan pelaporan pajak Desa Sidoharjo I Pasar Miring  belum sesuai 

dengan undang-undang, bendahara desa melakukan pembelian barang pada 

tanggal 20 maret 2020 dan melaporkan PPh pasal 22 pada tanggal 20 januari 

2021, dan bendahara melaporkan pajak PPh Pasal 22 lebih dari satu bulan masa 
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bayar pajak, dimana bendahara tidak tepat waktu dalam membayar pajak dan 

belum sesuai dengan undang -undang. hal ini berdasarkan pasal 15A Undang-

Undang PPN 1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai 

(PPN) paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. Sesuai 

pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil 

pemungutan PPh pasal 22 paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak 

berakhir. Dalam hal ini, bendahara desa membayar denda telat lapor SPT massa 

PPh sebesar 100 ribu dan SPT massa PPN denda sebesar 500 ribu. Berdasarkan 

pasal 2 PMK 242/PMK.03/2014 menyatakan batas pembayaran PPN yaitu tanggal 

7 bulan berikutnya, kemudian PPh Pasal 22 yaitu hari yang sama dengan 

pembayaran atas penyerahan barang. 

Menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 dalam 

hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas negara dalam 

jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa BUD 

diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Desa Sidoharjo I Pasar Miring tidak adanya bukti 

transaksi. 

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk mengangkat kedalam penelitian berjudul “Implementasi Perpajakan 

dalam Pengelolaan Dana Desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar 

Merbau, Kabupaten Deli Serdang ”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

identifikasi masalah penelitian ini adalah  Ad a n ya  pelaporan pajak yang 
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belum sesuai dengan peraturan Undang- Undang yang sudah ditentukan. 

1.3. Rumusan Masalah 

 Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti 

merumuskan masalah Bagaimanakah penerapan perpajakan dalam pengelolaan 

dana desa Sidoharjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli 

Serdang? 

1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

 Yang menjadi tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana 

penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Sidoharjo I Pasar Miring, 

Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. 

2. Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

a. Bagi Penulis 

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang 

pajak dana desa dan mengembangkan wawasan peneliti tentang 

perpajakan. 

b. Bagi Kantor Desa Sidoharjo I Pasar Miring 

Dari penelitian ini penulis berharap dapat dijadikan informasi bagi 

pihak desa tentang pentingnya penerapan perpajakan dalam 

pengelolaan dana desa. 

c. Bagi Pihak Lain 
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Dapat di gunakan sebagai informasi untuk pihak luar serta dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan atau salah satu acuan bagi 

peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Landasan Teori  

2.1.1. Definisi Implementasi  

Implementasi adalah kemampuan membentuk hubungan-hubungan lebih 

lanjut dalam rangkaian sebab-akibat yang menghubungkan tindakan dengan 

tujuan. Secara sederhana, implementasi bias diartikan pelaksanaan atau 

penerapan. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa “Implementasi adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan” (Nurdin, 2004:70). 

Implementasi apabila dihubungkan dengan pemungutan pajak dapat 

didefinisikan sebagai serangkaian  mekanisme yang mengatur kumpulan jalannya 

proses pemungutan pajak yang mengacu pada UU perpajakan di Indonesia. Pajak 

memiliki peran penting dalam tata kelola negara, oleh karena itu implementasi 

pemungutan pajak pada TPKS yang baik sangat diperlukan untuk mengefektifkan 

penerimaan negara. 

2.1.2. Pengertian Pajak  

 Menurut Soemitro, (dalam Mardiasmo, 2011:1), Pajak adalah iuran rakyat 

kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan 

tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal balik) yang langsung dapat 

ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. 

2.1.2.1. Fungsi pajak  

Fungsi Pajak Ada dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2011:1), yaitu: 

a. Fungsi anggaran (budgetair) Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah 

untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.  
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b. Fungsi mengatur (regulerend) Pajak sebagai alat untuk mengatur atau 

melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 

2.1.2.2. Sistem Pemungutan Pajak 

Adapun sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo, (2011:7), yaitu: 

a. Official Assessment  

 System Official Assessment System Adalah sistem pemungutan yang 

memberi wewenang kepada Pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya 

pajak terutang yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-ciri official assessment 

system adalah sebagai berikut:  

1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang berada pada 

fiskus.  

2)  Wajib Pajak bersifat pasif  

3) utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh 

fiskus.  

b. Self Assessment System  

 Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang 

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya 

Pajak terutang.  

c. Withholding System 

 Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi 

wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang 

bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 
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2.1.3. Keuangan Desa dan Aspek Perpajakannya 

2.1.3.1. Pengelolaan Keuangan Desa 

Pengelolaan keuangan desa meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, 

penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban keuangan desa. Keuangan 

desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta 

dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan desa 

dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 januari 

sampai dengan 31 desember. 

Dari sisi pengeluaran, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa 

digunakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa di gunakan untuk mendanai penyelenggaran pemerintahan desa, 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan 

pemberdayaan masyarakat desa;dan. 

2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja 

desa digunakan untuk: 

a) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa; 

b) Operasional pemerintah desa; 

c) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;dan 

d) Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga. 

2.1.4. Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa 

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang KUP mengatur bahwa wajib pajak adalah 

orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong dan pemungutan 

pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 
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peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut sistem pemotong dan 

pemungut pajak : 

1. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP 

2. Melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak bendahara desa pada 

saat melakukan pembayaran berkaitan dengan belanja barang maka harus 

melakukan pemungutan PPh Pasal 22 dan melakukan pemungutan PPN 

apabila belanja barang ini memenuhi persyaratan pemungutan PPh pasal 

22 dan pemungutan PPN. 

3. Melakukan penyetoran pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut 

4. Melaporkan pajak yang telah dipotong dan/atau dipungut. 

2.1.5.   Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 

2.1.5.1. Penunjuk Bendahara Desa Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai 

Pasal 31 Permendragi 113 Tahun 2014 mengatur bahwa bendahara desa 

sebagai wajib pungut pajak penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan 

seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan mengenai 

pemungutan PPN diatur dalam pasal 16A ayat (1) Undang-Undang PPN 1984 

yang mengatur bahwa pajak yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak 

(BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) kepada pemungut Pajak Pertambahan 

Nilai dipungut, disetor dan dilaporkan oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai. 

2.1.5.2. Objek Pemungut Pajak Pertambahan Nilai 

Pasal 2 ayat (2) KMK 563 tahun 2003 mengatur bahwa Pemungut Pajak 

Pertambahan Nilai yang melakukan pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau 
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JKP oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan pemerintah atas nama PKP 

rekanan pemerintah, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan 

PPnBM yang terutang. Apabila yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP 

kepada bendahara bukan PKP maka seharusnya bendahara tidak perlu melakukan 

pemungutan PPN. 

Untuk memperjelas objek pemungutan yang harus dilakukan oleh bendahara 

desa, berikut akan dibahas lebih lanjut tentang apa itu Barang Kena Pajak, Jasa 

Kena Pajak, Pengusaha Kena Pajak dan penyerahan yang terutang Pajak 

Pertambahan Nilai. 

1. Barang Kena Pajak (BKP) 

Pasal 1 angka 2 dan angka 3 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan 

pengertian barang dan Barang Kena Pajak (BKP). Pengertian barang adalah 

barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak 

atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Sedangkan Barang Kena 

Pajak adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan undang- undang ini. 

Adapun jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang tertentu dalam 

kelompok barang sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang- Undang PPN 1984 

sebagai berikut : 

a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung 

dari sumbernya. 

b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. 

c. Makanan dan minuman yang disajikan dihotel, restoran, rumah makam, 

warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang 

dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman  
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yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau ketering. 

d. Uang, emas batangan, dan surat berharga. 

2. Jasa Kena Pajak (JKP) 

Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Undang-Undang PPN 1984 mendefinisikan  

pengertian jasa dan Jasa Kena Pajak (JKP). Jasa adalah setiap kegiatan  

pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang 

menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk 

dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena 

pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Jasa Kena 

Pajak adalah Jasa yang dikenai pajak berdasarkan undang-undang ini. Adapun 

jenis pajak yang tidak dikenai pajak adalah jasa tertentu dalam   kelompok jasa 

sebagaimana diatur dalam pasal 4A Undang-Undang PPN  1984 sebagai 

berikut: 

a. Jasa pelayanan kesehatan medis 

b. Jasa pelayanan sosial 

c. Jasa pengiriman surat dengan perangko 

d. Jasa keuangan 

e. Jasa asuransi 

f. Jasa keagamaan 

g. Jasa pendidikan 

h. Jasa kesenian dan hiburan 

i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan 

j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam 

negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan 
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udara luar negeri 

k. Jasa tenaga kerja 

l. Jasa perhotelan 

m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan 

pemerintah secara umum 

n. Jasa penyediaan tempat parkir 

o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam 

p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos 

q. Jasa boga atau ketering 

3. Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

Pasal 1 angka 14 dan angka 15 Undang-Undang PPN 1984 menjelaskan 

tentang pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak (PKP). Pengusaha adalah 

orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau 

pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang 

melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar 

daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau 

memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. 

Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan 

Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai      pajak 

berdasarkan undang-undang ini. 

4. Penyerahan yang terutang PPN 

Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf c Undang-Undang PPN 1984 mengatur 

bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak 

di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha dan Pajak Pertambahan 
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Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang 

dilakukan oleh pengusaha. Dalam penjelasannya dinyatakan bahwa penyerahan 

barang atau jasa yang dikenai pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai 

berikut: 

a. Barang atau jasa yang diserahkan merupakan BKP/JKP 

b. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean 

c. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya. 

5. Penyerahan yang Mendapatkan Fasilitas Tidak Dipungut dan Dibebaskan 

dari Pengenaan PPN. Terkait dengan tugas bendahara desa, jenis 

penyerahan yang mendapatkan fasilitas  dibebaskan dari pengenaan PPN 

antara lain dalam peraturan pemerintah nomor 81 tahun 2015 tentang 

Penyerahan BKP tertentu yang bersifat strategi sebagai berikut : 

a. Barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha dibidang kelautan dan 

perikanan, baik penangkapan maupun budidaya, sebagaimana ditetapkan 

dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini 

b. Jangat dan kulit mentah yang tidak disamak 

c. Ternak yang kriteria dan/atau rinciannya diatur dengan Peraturan Menteri 

Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian 

d. Bibit dan/atau benih dari barang pertanian, perkebunan, kehutanan, 

peternakan, atau perikanan 

e. Pakan ternak tidak termasuk pakan hewan kesayangan 

f. Pakan ikan 

g. Bahan pakan untuk pembuatan pakan ternak dan pada ikan, tidak 



17 
 

 

termasuk imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang kriteria dan/atau 

rincian bahan pakan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah 

mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan dibidang kelautan dan perikanan dan menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian. 

6. Mekanisme Pengenaan PPN 

Mekanisme pengenaan PPN dapat digambarkan sebagai berikut : 

a. Pada saat membeli/memperoleh BKP/JKP, akan dipungut PPN oleh PKP 

penjual. Bagi pembeli, PPN yang dipungut oleh PKP penjual tersebut 

merupakan pembayaran pajak di muka dan disebut dengan pajak 

masukan. Pembeli berhak menerima bukti pemungutan berupa faktur  

pajak. 

b. Pada saat menjual/,menyerahkan BKP/JKP kepada pihak lain, wajib 

memungut PPN. Bagi penjual, PPN tersebut merupakan pajak keluaran. 

Sebagai bukti telah memungut PPN, PKP penjual wajib membuat faktur 

pajak. 

c. Apabila dalam suatu masa pajak (jangka waktu yang lamanya sama 

dengan satu bulan takwin) jumlah pajak keluaran lebih besar dari pada 

jumlah pajak masukan, selisihnya harus disetorkan ke kas negara. 

d. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih kecil dari pada jumlah 

pajak masukan, selisihnya dapat direstitusi (diminta kembali) atau 

dikompensasikan ke masa pajak beriikutnya. 

e. Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT 
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Masa PPN). Pelaporan penghitungan PPN dilakukan setiap masa pajak 

dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan 

Nilai (SPT Masa PPN). 

2.1.5.3. Perhitungan Besarnya Pajak Pertambahan Nilai Yang  Dipungut  

 Bendahara desa selaku pemungut pajak pada saat melakukan pembayaran 

atas penyerahan BKP dan/atau JKP dari PKP rekanan pemerintah harus 

memungut, menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang. Besarnya PPN yang 

terutang dan harus dipungut dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN sebesar 

10% dengan dasar pengenaan pajak (DPP) yaitu harga jual atau penggantian dan 

nilai lain. 

PPN Terutang = 10% x Harga Jual atau Penggantian 

Dasar Pengenaan Pajak 

Untuk menghitung besarannya pajak pertambahan nilai yang terutang perlu 

adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Yang menjadi DPP adalah Harga Jual 

adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya 

diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk pajak pertambahan 

nilai yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang 

dicantumkan dalam faktur pajak. 

2.1.5.4. Pembayaran Yang Tidak Dipungut 

 Semua pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa atas penyerahan 

BKP dan/atau JKP yang dilakukan oleh PKP rekanan pemerintah harus dipungut 

PPN. Pemungutan PPN ini tidak dilakukan apabila PKP rekanan pemerintah 

menyerahkan barang atau jasa yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam pasal 

4 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g KMK 563 tahun 2003 sebagai 
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berikut : 

1. Pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta 

rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah 

2. Pembayaran untuk pembebasan tanah 

3. Pembayaran atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang menurut ketentuan 

perundang-undangan mendapat Fasilitas PPN, tidak dipungut dan/atau 

dibebaskan dari pengenaan PPN 

4. Pembayaran atas penyerahan Bahan Bakar Minyak dan Bukan Bahan 

Bakar Minyak oleh PT (Persero) Pertamina 

5. Pembayaran atas rekening telepon 

6. Pembayaran atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan 

penerbangan 

7. Pembayaran lainnya untuk penyerahan barang atau jasa yang menurut 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak dikenai PPN. 

2.1.5.5.  Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai 

Tata cara pemungutan PPN yang terutang oleh bendahara pemerintah diatur 

dalam lampiran KMK 563 tahun 2003. Untuk kepentingan pemungutan PPN oleh 

bendahara desa, tata cara tersebut secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. PKP rekanan Pemerintah membuat Faktur Pajak dan SSP pada saat 

menyampaikan tagihan kepada Bendaharawan Pemerintah atau KPKN 

baik untuk sebagian maupun seluruh pembayaran. 

2. Rekanan menerbitkan faktur pajak denan kode transaksi “02”. 

3. Apabila pembayaran diterima sebelum penagihan atau sebelum 

penyerahan BKP dan/atau JKP, Faktur Pajak wajib diterbitkan pada saat 
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pembayaran diterima. 

4. Faktur Pajak dan SSP merupakan bukti pemungutan dan penyetoran PPN 

dan atau PPnBM. 

5. Apabila penyerahan BKP tersebut terutang PPnBM maka PKP rekanan 

Pemerintah mencantumkan jumlah PPnBM yang terutang pada Faktur 

Pajak. 

6. Faktur Pajak dibuat dalam rangkap tiga : 

a. Lembar ke-1 (Untuk Bendahara), 

b. Lembar ke-2 (Untuk arsip PKP Rekanan Pemerintah), 

c. Lembar ke-3 (Untuk KPP melalui Bendahara Pemerintah) 

7. Rekanan mengisi SSP dengan membubuhkan NPWP dan identitas PKP 

Rekanan Pemerintah yang bersangkutan, tetapi penandatanganan SSP 

dilakukan oleh Bendaharawan Pemerintah atau KPKN sebagai penyetor 

atas nama PKP Rekanan Pemerintah. 

8. Pada lembar Faktur Pajak oleh Bendaharawan Pemerintah yang 

melakukan pemungut wajib dibubuhi cap “Disetor tanggal……” 

dan ditandatangani oleh Bendaharawan Pemerintah. 

9. Apabila pemungutan oleh Bendaharawan Pemerintah, SSP dibuat dalam 

rangka 5 (lima). Setelah PPN dan atau PPn BM disetor di Bank Persepsi 

atau Kantor Pos, lembar-lembar SSP tersebut diperuntukkan sebagai 

berikut : 

a. Lembar ke-1 (Untuk PKP Rekanan), 

b. Lembar ke-2 (Untuk (Untuk KPP melalui KPPN), 

c. Lembar ke-3 (Untuk PKP Rekanan guna dilampirkannya pada SPT 
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Masa PPN), 

d. Lembar ke-4 (Untuk Bank Persepsi atau kantor pos atau pertinggal 

untuk KPPN), 

e. Lembar ke-5 (Untuk arsip Bendahara). 

10. Apabila pemungutan oleh KPKN, SSP dibuat dalam rangkap 4 (empat) 

yang masing-masing diperuntukkan sebagai berikut: 

a. Lembar ke-1 untuk PKP Rekanan Pemerintah. 

b. Lembar ke-2 untuk Kantor Pelayanan Pajak melalui KPKN. 

c. Lembar ke-3 untuk PKP rekanan Pemerintah dilampirkan pada SPT 

Masa PPN. 

d. Lembar ke-4 untuk pertinggal KPKN. 

11. KPPN membubuhkan cap “TELAH DIBUKUKAN” pada SSP lembar 

ke-1 dan lembar ke-2. 

12. KPPN yang melakukan pemungutan mencantumkan nomor dan tanggal 

advis SPM pada setiap lembar Faktur Pajak dan SSP. 

13. Untuk Jenis Pajak PPN Dalam Negeri, pengisian SSP menggunakan 

Kode Akun Pajak 411211 dengan Kode Jenis Setoran 900. 

2.1.5.6. Tata Cara Pelaporan 

Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984, bendahara desa wajib 

melaporkan pajak pertambahan nilai yang dipungut dan disetor ke kantor 

pelayanan pajak paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak. 

Pelaporan pemungutan dan penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan 

menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. 
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2.1.6.  Bendahara Desa Sebagai Pemungut PPh Pasal 22 

2.1.6.1. Penunjukan bendahara desa sebagai pemungut PPh Pasal 22 

Pasal 22 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh mengatur bahwa Menteri 

Keuangan dapat menetapkan bendahara pemerintah untuk memungut pajak 

sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Dalam memori 

penjelasannya diatur bahwa diatur bahwa yang dapat ditunjuk sebagai pemungut 

pajak adalah bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada pemerintah, dan 

lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan  pembayaran atas penyerahan 

barang. 

Bendahara desa sebagai pihak yang bertugas menerima, menyimpan, 

menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan mempertanggung jawabkan 

penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka 

pelaksanaan APBDesa dapat dikatakan sebagai pejabat lainnya yang mempunyai 

fungsi yang sama sebagaimana tersebut diatas. Tugas bendahara  desa sebagai 

wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya sebagaimana diatur 

dalam pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 yang mengatur bahwa bendahara 

desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib 

menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke 

rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2.1.6.2.  PPh Pasal 22 Dipungut Berkenaan dengan Pembayaran atas        

Penyerahan Barang  

 Pada dasarnya PPh pasal 22 dipungut berkaitan dengan pembayaran atas 

penyerahan barang. Setiap pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa 

kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah sehubungan dengan pembelian  barang 
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harus dipungut PPh pasal 22. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 atas 

pembayaran oleh bendahara desa kepada Wajib Pajak rekanan pemerintah 

sebagaimana diatur dalam PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d 16 tahun 2016 adalah 

sebagai berikut : 

1. Pemabayaran yang jumlahnya paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta 

rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah. 

2. Pembayaran untuk : 

a. Pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda- 

benda pos. 

b. Pemakaian air dan listrik. 

3. Pembayaran sehubungan dengan pembelian gabah dan/atau beras oleh 

bendahara desa. 

Pengecualian sebagaimana tersebut di atas dilakukan secara otomatis tanpa 

memerlukan Surat Keterangan Bebas (SKB) yang dikeluarkan oleh Kantor 

Pelayanan Pajak. 

Selain pengecualian sebagaimana disebutkan diatas, berdasarkan pasal 6 

PMK 107 tahun 2013, pembayaran yang dilakukan oleh bendahara desa kepada 

pengusaha dengan jumlah peredaran bruto dalam satu tahun kurang dari Rp. 4,8 

milyar yang telah dikenakan PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 

46 tahun 2013 juga tidak dilakukan pemungutan PPh Pasal 22. Pengecualian ini 

berlaku Selama Wajib Pajak rekanan dapat menunjukkan Surat Keterangan Bebas 

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak 

terdaftar. 
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2.1.6.3.  Tarif dan Cara Perhitungan PPh Pasal 22 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 

2010s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh 

bendahara desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian 

tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

PPh pasal 22 = 1,5% x Nilai Pembelian (Tanpa PPN) 

Besarnya tarif pemungutan yang dikenakan terhadap Wajib Pajak yang tidak 

memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak lebih tinggi 100% (seratus persen) dari pada 

tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan Nomor 

Pokok Wajib Pajak. 

2.1.6.4.  Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran 

Tata cara penyetoran pajak yang telah dipotong/dipungut diatur dalam PMK 

242 tahun 2014. Tata cara penyetorannya dapat diuraikan sebagai berikut : 

1. Penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui layanan pada loket/teller 

dan/atau layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya, pada bank 

persepsi/pos persepsi. 

2. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan SSP atau sarana 

administrasi lain yang disamakan dengan SSP yang dapat berupa bukti 

penerimaan negara (BPN) atas penyetoran pajak melalui sistem pembayaran 

pajak secara elektronik atau dengan datang langsung ke bank persepsi. 

3. SSP atau sarana administrasi lain sebagaimana tersebut dinyatakan sah 

apabila telah divalidasi dengan NTPN dan diakui sebagai pelunasan 

kewajiban sesuai dengan tanggal bayar yang tertera pada BPN atau tanggal 

bayar berdasarkan validasi MPN pada SSP atau sarana administrasi lain 
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tersebut. 

4. Satu formulir SSP atau sarana admistrasi lain hanya dapat digunakan untuk 

pembayaran satu jenis pajak, satu masa pajak atau tahun pajak atau bagian 

tahun pajak dengan menggunakan 1 (satu) kode akun pajak dan 1 (satu) jenis 

setoran. 

2.1.6.5.  Tata Cara Pelaporan 

Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 bendahara desa wajib 

melaporkan hasil pemungutan PPH pasal 22 setiap bulan dengan menggunakan 

Surat Pemberitahuan Masa ke kantor layanan pajak. Pelaporan ini harus 

dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah  masa pajak berakhir. 

2.2. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat 

digunakan sebagai bahan yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa adalah 

sebagai berikut : 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Penelian Metode Penelitian Hasil Penelitian 

1 Chandra 

Kusuma 

putra, Dkk 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa 

Metode Deskriptif Sebagian dari dana ADD 

untuk pemberdayaan 

masyarakat digunakan 

untuk biaya operasional 

pemerintah desa sehingga 

penggunaan ADD tidak 

sesuai dengan 
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Peruntukannya 

2 Feni 

Yudanti 

Prasetyan 

ingtyas, 

Dkk 

Analisis 

Pengelolaan 

Alokasi Dana 

Desa Dalam 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Desa 

Karangluhur 

Kabupaten 

Wonosobo 

Metode Kualitatif Pengelolaan keuangan 

desa karangluhur 

termasuk didalamnya 

penggunaan ADD 

pemberdayaan masyarakat 

desa Karangluhur termuat 

dalam Peraturan Menteri 

Dalam Negeri No 113 

tahun 2014 

3 Astrid 

Anitarah 

mi, Dkk 

Analisis 

Pengaruh 

Penerapan Tax 

Review atas 

Pajak 

Pertambahan 

Nilai pada 

PT.ABC 

Metode Kualitatif Siklus pendapatan yang 

terdapat PT.ABC, tax 

review yang dilakukan 

oleh konsultan pajak 

terhadap perhitungan 

pajak pertambahan nilai 

bertujuan untuk 

membantu diminimalisir 

kesalahan dan kerugian 
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dari perhitungan pajak 

yang dilakukan oleh 

PT.ABC. 

4 Sakinah 

dwi 

wahyuni  

Implementasi 

perpajakan 

dalam 

pengelolaan 

dana desa (studi 

kasus di desa 

Bungejaya 

Kecamatan 

Pallangga 

Kabupaten 

Gowa) 

Metode Kualitatif Dalam hal perencanaan 

dan penyusunan APBD 

telah sesuai dengan 

Peraturan Mentri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 

2018 tentang pengelolaan 

keuangan desa, sedangkan 

dalam hal perpajakan 

dalam pengelolaan Dana 

Desa di desa bungaejaya 

belum sepenuhnya sesuai 

dengan undang – undang 

perpajakan. 

 

2.3. Kerangka Berfikir Konseptual  

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan  

Belanja Negara yang perlu diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
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APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 

pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan dana desa secara nasional 

dalam APBN setiap tahun. Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak 

penghasilan dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan  potongan 

dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan 

melaporkan pajak yang terutang. Perhitungan pajak diatur dalam  undang-udang 

material perpajakan (UU PPh dan UU PPN) termasuk kewajiban sebagai  

pemotong/pemungutan pajak. Kewajiban penyetoran pajak timbul setelah wajib 

pajak melakukan perhitungan pajak dan terdapat pajak yang harus disetor ke kas 

negara. Kewajiban wajib pajak atau  pengusaha kena pajak setelah menghitung 

(termasuk memotong dan memungut) dan menyetor pajak adalah melaporkan 

penghitungan dan penyetoran pajak yang telah dilakukan dalam pencatatan pajak. 

Berdasarkan uraian diatas penelitian menggambarkan kerangka berfikir 

sebagai berikut :  
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Gambar II.1 

Kerangka Berfikir Konseptual 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif. Menurut 

sugiono (2012, hal 86) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan dengan variable lain. 

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data – data penelitian yang 

diperoleh dari kantor kepala desa Sidoharjo I Pasar Miring untuk menguraikan 

tentang pengimplemetasian pajak berdasarkan data yang ada untuk disimpulkan, 

diolah, kemudian dibandingkan dengan teori sehingga pada akhirnya 

menghasilkan kesimpulan dalam penelitian yang dideskripsikan adalah tentang 

“Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Kantor 

Kepala Desa Sidoharjo I Pasar Miring Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli 

Serdang)” 

3.2. Definisi Operasional Variabel  

Menurut Sugiono (2017, hal 58) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa 

saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi 

tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.  

Definisi Operasional Variabel bertujuan untuk melihat sejauh mana variable 

variabel dari suatu fakor yang berkaitan dengan variabel-variabel penelitian dan 

faktor-faktor lainnya. Implementasi Perpajakan Dalam Pengelolaan Dana Desa 
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Sidoarjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau memiliki tiga variable yaitu 

perhitungan, penyetoran, dan pelaporan. 

Adapun definisi yang berkaitan antara variable dengan variable lainnya 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1.  Perhitungan adalah menghitung jumlah belanja desa dengan nilai pajak 

berdasarkan undang – undang.  

2. Penyetoran adalah pembayaran pajak kekas Negara melalui layanan pada 

loket/teller dan atau layanan dengan menggunakan sistem aplikasi. 

3. Sedangkan pelaporan adalah melaporkan  jumlah pajak yang telah dihitung 

ke KPP dimana wajib pajak terdaftar berupa surat pemberitahuan (SPT) 

Masa. 

3.3. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat penelitian  

Tempat yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Kantor Desa Sidoarjo I 

Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau. 

2. Waktu Penelitian  

waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan maret 2022 sampai juli 2022. 
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Tabel III.1  

Jadwal Penelitian 

 

 

NO 

Kegiatan 

Penelitian 

Waktu Penelitian 

Februari Maret April Mei Juni  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul                                         

2 Riset Awal                                         

3 Pembuatan 

Proposal                                         

4 Bimbingan 

Proposal                                         

5 Seminar 

Proposal                                         

6 Riset                                         

7 Penyusunan 

Skripsi                                         

8 Bimbingan 

Skripsi                                         

9 Sidang Meja 

Hijau                                         
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Sugiyono (2017, hal 14) jenis data yang digunakan dengan penelitian ini 

adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah.  

2. Sumber Data  

Sugiyono (2017, hal 193) yang dimaksud data primer adalah sumber data 

yang langsung memberikan data seperti dokumentadi dan wawancara kepada 

peneliti/pengumpul data. Sedangkan data skunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada peneliti/pengumpul data, seperti jurnal. 

a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung kemudian 

dikembangkan lagi dengan pemahaman. 

b. Data skunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, melainkan 

melalui media perantara, berupa bukti catatan, atapun laporan historis. 

3.5. Teknik Pengumpulan Data 

Sugiyono(2017, hal 194) menyatakan pengumpulan data dapat dilakukan 

dengan berbagai sumber dan berbagai cara, salah satunya menggunakan sumber 

primer dan skunder, dimana sumber primer itu sendiri didapatkan dengan cara 

wawancara dan dokumentasi secara langsung, sedangkan sumber primer 

didapatkan dari jurnal – jurnal terkait dengan penelitian. 

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut: 
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1. Teknik Dokementasi 

Teknik dokumentasisi yaitu dengan mengumpulkan data skunder yang 

dibutuhkan dari dokumen pajak yang berkaitan dengan pengelolaan dana 

desa Sidoarjo I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli 

Serdang. 

2. Teknik Wawancara  

Teknik wawancara yaitu dengan melakukan Tanya jawab dengan 

bendahara, kepala desa, maupun yang terkait, tentang bagaimana 

pengimplementasian perpajakan dalam pengelolaan dana desa Sidoharjo 

I Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang. 

Adapun kisi – kisi wawancara yang ingin penulis ajukan dalam pengumpulan data 

ini adalah: 

Tabel III.2 

Kisi - kisi wawancara 

No  Variabel Sub variable 

1.  Implementasi perpajakan  1. Bagaimana 

pengimplementasian pajak 

dalam pengelolaan dana desa, 

apakah sudah sesuai dengan 

UU Perpajakan? 

2. Faktor penyebab terjadinya 

kesalahan pada saat pelaporan. 

3. Bagaimana cara  pemotongan, 
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pemungutan, penyetoran serta 

pelaporan, apakah sudah 

sesuai? Jika belum mengapa? 

4. Kapan waktu pemotongan, 

pemungutan, penyetoran serta 

pelaporan dilakukan? 

5. Apakah ada keterlambatan 

pada saat pemungutan, 

penyetoran serta pelaporan? 

6. Jika ada, apa yang menjadi 

faktor keterlambatan tersebut ? 

 

3.6. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan 

analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau 

generalisasi. Tahap – tahapannya adalah sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan Data 

Penulis mengumpulkan data yang diperlukan untuk penelitian yang 

diperoleh oleh bendahara desa. Sebelum melakukan penelitian penulis 

menganalisis data yang diperoleh terlebih dahulu, lalu, penulis menganalisis 

bagaima pengimplementasian perpajakan dalam pengelolaan dana Sidoarjo I 
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Pasar Miring. 

b. Melakukan Analisis 

Setelah mengumpulkan data, kemudian penulis melakukan konfirmasi atas 

data yang diperoleh saat wawancara kepada bendahara desa agar data yang 

diperoleh tidak keliru. 

c. Membuat Kesimpulan 

Tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan atas hasil wawancara yang sudah 

dikonfirmasi kebenarannya. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

 

4.1. Hasil Penelitian  

4.1.1. Gambaran umum Desa Sidoharjo I Pasar Miring  

Pada zaman Kolonial Belanda dahulu Desa Sidoharjo-I Pasar Miring 

merupakan areal perkebunan Tembakau Deli. Buruh perkebunan tembakau deli 

tersebut banyak di datangkan dari pulau jawa sebagai buruh kontrak. 

Pada tahun 1942 Belanda menyerah kepada Tentara Jepang dan secara 

otomatis Indonesia di jajah oleh Jepang, dimasa itu perkebunan Tembakau Deli 

sudah tidak berjalan sebagaimana biasanya dan sangat mempengaruhi buruh 

terutama buruh kontrak dari jawa. Pada penjajahan Jepang terkenal dengan kerja 

rodi sehingga buruh tersebut wajib kerja rodi dengan bidang pekerjaan yang 

diinginkan oleh penjajah Jepang. 

Pada tanggal 17 Agustus 1945 pada saat Bung Karno dan Bung Hatta 

memproklamirkan Kemerdekaan Indonesia, maka hal ini tentunya membawa 

perubahan bagi Bangsa Indonesia. Begitu juga dengan buruh kontrak yang 

tersebut mereka menaruh harapan besar hidup di alam kemerdekaan. Sebagian 

kecil dari mereka kembali ke jawa dan sebagian besar tetap tinggal di Sumatera. 

Dengan kebijakan pemerintah pada saat itu pada tahun 1951 sebagian dari 

eks areal perkebunan Tembakau Deli diserahkan kepada Masyarakat. Maka 

melalui Asisten Wedana Pagar Merbau mewakili pihak pemerintahan 

menyerahkan eks areal Perkebunan Tembakau Deli kepada masyarakat. Buruh 
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kontrak dari Jawa mendapat penyerahan tersebut, mereka berkelompok 

mendirikan sebuah kampung. 

Maka pada tahun 1953 terbentuklah kampung yang bernama Sidoharjo, 

pengambilan nama Sidoharjo diambil dari nama asal mereka yaitu Sidoharjo di 

Jawa Timur karena sebagian besar berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah dan 

Jawa Barat. 

Pada tahun 1953 itu juga dipilih Kepala kampung Sidoharjo yaitu ATEMO 

pada saat itu kampung Sidoharjo terdiri dari Delapan Lorong yaitu ; 

-       Lorong Utama 

-       Lorong Mulia 

-       Lorong Setia 

-       Lorong Sedar 

-       Lorong Sempurna 

-       Lorong Makmur 

-       Lorong Teladan 

-       Lorong Sentosa 

Pada tahun 1955 Kampung Sidoharjo berganti nama menjadi Sidoharjo satu 

hal ini dikarenakan Kampung Sidoharjo ada dua maka namanya dibuat Sidoharjo 

satu dan Sidoharjo dua selanjutnya Kampung Sidoharjo satu di tambah dengan 

nama Pasar Miring, hal ini disebabkan karena jalan poros desa dengan jalan 

provinsi persimpangannya miring maka jadilah nama Kampung Sidoharjo satu 

Pasar Miring. Pada tahun 1960 berganti Kepala Kampung dari Atemo ke Elias, 

pada tahun 1966 berganti dari Elias ke Sersan Jumri, tahun 1967 berganti dari 
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Sersan Jumri ke Tukirin, tahun 1970 berganti dari Tukirin ke Sersan Ramli T, 

pada tahun 1976 dari Sersan Ramli T ke Sersan Sukadi. 

 Dengan berlakunya Undang-Undang No 5 Tahun 1979 maka Kampung 

Sidoharjo satu Pasar Miring berganti menjadi Desa Sidoharjo satu Pasar Miring 

dan nama Lorong menjadi Dusun, dari Delapan Lorong menjadi sebelas Dusun 

sampai saat ini. 

4.1.2. Hasil Analisis  

Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas 

UU No. 18 tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983 tarif Pajak Pertambahan Nilai 

adalah 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) untuk semua jenis Barang Kena 

Pajak (BKP). 

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan 

PMK 16 tahun 2016 besarnya PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh bendahara 

desa adalah sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai. 

Bendahara desa melakukan keterlambat dalam menyetor dan melapor PPN 

dan PPh Pasal 22 yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan, 

sebagaimana dijelaskan bahwa pajak pertambahan nilai paling lama akhir bulan 

berikutnya setelah berakhir masa pajak dan pajak penghasilan pasal 22 paling 

lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. 

Karena keterlambatannya dalam  menyetor dan melapor pajak, bendahara 

desa dikenakan denda atas keterlambatannya. Dalam hal ini bendahara desa  tidak 

membayar denda atas keterlambatannya. 

Prosedur pencatatan yang dilakukan bendahara desa berkaitan dengan 
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akuntansi pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan pasal 22 adalah 

pembelian barang. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan bendahara desa 

wajib mencatat atau membukukannya, masalah yang timbul tidak  lengkapnya 

pencatatan atas transaksi yang dilakukan oleh bendahara desa.Pencatatan di desa 

Gunung Lagan tidak adanya bukti transaksi sehingga pencatatan perpajakannya 

tidak lengkap. 

4.2. Pembahasan  

Desa Sidoharjo I Pasar Miring ini melakukan kewajiban dalam bidang 

perpajakan antara lain, melakukan pelaporan dan penyetoran PPN dan PPh Pasal 

22. Dalam melakukan kewajibannya, bendahara Desa Sidoharjo I Pasar Miring 

melakukan terlambat membayar atau terlambat melapor. 

Berikut adalah transaksi pembelian peralatan yang dilakukan oleh bendahara 

desa Sidoharjo I Pasar Miring yang di kenakan pajak : 

Sebagai pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak, 

bendahara desa harus mengetahui aspek-aspek perpajakan terutama yang 

berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan 

pajak penghasilan serta pajak pertambahan nilai. Kewajiban bendahara desa 

sehubungan dengan pemotongan dan pemungutan PPN dan PPh Pasal 22. 

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melakukan pembayaran atas 

penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak 

Rekanan Pemerintah atas nama Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah, 

wajib memungut, menyetor dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai yang 

terutang dilakukan pada saat pembayaran dengan cara pemotongan secara 

langsung dari tagihan Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah. 
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Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh Pasal 22) adalah salah satu bentuk 

pemotongan/pemungutan Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. 

Penghasilan yang menjadi objek pemungutan PPh Pasal 22 adalah penghasilan 

yang berasal dari pembelian dan penjualan barang-barang tertentu yang 

ditetapkan. Dengan demikian objek PPh Pasal 22 adalah penjualan dan pembelian 

barang-barang tertentu yang ditetapkan. Penetapan ini dilakukan oleh Menteri 

Keuangan. 

1. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Desa Sidoharjo I Pasar Miring dalam menghitung pajak pertambahan nilai 

telah disesuai dengan rumus dan aturan-aturan perpajakan yaitu dengan 

mengalikan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari Barang Kena Pajak (BKP) 

dikalikan dengan tarif 10%, sudah sesuai dengan UU PPN yang berlaku di 

Indonesia yaitu UU No. 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 18 

tahun 2000 dan UU No. 8 tahun 1983. 

Pada tanggal 23 April 2020 bendahara desa melakukan pembangunan 

drainase dusun mulia dengan membeli material dan telah menghitung besarnya 

PPN 10% yang harus dipotong dari pembelian material tersebut sebesar Rp. 

8.269.536.   

Bendahara Desa Sidoharjo-I Pasar Miring juga melakukan perhitungan 

pajak penghasilan pasal 22 dan telah sesuai dengan rumus dan aturan-aturan 

perpajakan yaitu dengan mengurangkan nilai pembelian dengan nilai PPN 

dikalikan dengan tarif 1,5%, sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan ayat 

(3) PMK 154 tahun 2010 s.t.d.t.d PMK 16 tahun 2016. Maka, PPh Pasal 22 yang 

di bayarkan adalah sebesar Rp. 1.240.430. 
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2. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22 

Berdasarkan penyetoran wajib pajak menyetor PPN dan PPh Pasal 22 sesuai 

dengan peraturan undang-undang, diatur dalam pasal 15A Undang- Undang PPN 

1984 penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan 

Masa PPN dan dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 penyetoran pajak 

penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat pemberitahuan masa. 

Tanggal 20 Maret 2020 bendahara desa melakukan pembayaran untuk 

pembelian APD dan kebutuhan covid yang dikenakan PPN dan PPh Pasal 22. 

Bendahara desa melaporkan dan menyetor SPT Masa PPN dan PPh Pasal 22 atas 

kegiatan tersebut pada tanggal 20 Januari 2021. Hal ini menyebabkan adanya 

keterlambatan melapor dan menyetor SPT Masa    pajak.  

Seharusnya bendahara desa melaporkan dan menyetor PPN dan PPh Pasal 

22 pada tanggal 10 Desember 2020, sehingga bendahara desa tidak terlambat 

membayar pajak dan tidak dikenai denda atas keterlambatan  lapor. 

3. Pelaporan pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan pasal 22 

Desa Sidoharjo-I Pasar Miring dalam pelaporan pajak tidak sesuai dengan 

undang-undang, hal ini dikarenakan bendahara desa telat melaporkan pajak lebih 

dari satu bulan masa bayar pajak. Berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 

1984 bendahara desa wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir 

bulan berikutnya setelah berakhir  masa pajak. Sesuai pasal 10 ayat (6) PMK 243 

tahun 2014 bendahara desa wajib melaporkan hasil pemungutan PPh pasal 22 

paling lama 14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. Dalam hal ini 

bendahara desa di kenakan denda atas keterlambatan lapor. 
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Bendahara Desa Sidoharjo-I Pasar Miring tidak membayar denda atas 

keterlambatan lapor, menurut PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 

pasal 17 dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas 

negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran SKPD/kuasa 

BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. 

4. Penerapan Perpajakan 

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Desa Sidoharjo-I Pasar 

Miring penerapan perpajakan belum semua sesuai dengan peraturan perundang- 

undangan. Berdasarkan perhitungan pajak PPN dan PPh Pasal 22  bendahara desa 

menghitung nilai pajak sesuai dengan peraturan undang- undang besarnya pajak 

pertambahan nilai dengan tarif 10% berdasarkan UU No. 42 tahun 2009 dan 

besarnya pajak pengahasilan pasal 22 dengan tariff 1,5% berdasarkan pasal 2 

ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 2016. 

Berdasarkan Penyetoran pajak pertambahan nilai Desa Sidoharjo-I Pasar 

Miring di lakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN sesuai dengan 

peraturan Undang-Undang dalam pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 

penyetoran pajak pertambahan nilai dilakukan dengan Surat Pemberitahuan Masa 

PPN. Penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat 

Pemberitahuan Masa sesuai dengan pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 

penyetoran pajak penghasilan pasal 22 dilakukan dengan Surat Pemberitahuan 

Masa. 

Desa Sidoharjo-I Pasar Miring belum sepenuhnya  menerapkan perpajakan 

berdasarkan pelaporan yang sesuai dengan undang-undang. Menurut UU No. 42 
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tahun 2009, sebaiknya pajak yang sudah di pungut harus dilaporkan dan dibayar 

agar tidak adanya denda atas keterlambatannya melapor pajak. Bendahara desa 

tidak membayar denda atas terlambat melapor, sehingga tidak mematuhi undang-

undang yang sudah ditentukan. 

Berdasarkan hasil penelitian bendahara desa tidak melengkapi data 

dokumentasi keuangan, karena tidak adanya bukti transaksi pembelian dan 

penjurnlahan atas transaksi yang dilakukan sehinggan bendahara desa sulit untuk 

memperkirakan barang - barang apa saja yang sudah dibeli. Berdasarkan 

penelitian terdahulu menurut sakinah wahyuni sangat lah relefan yaitu Dalam hal 

perencanaan dan penyusunan APBD telah sesuai dengan Peraturan Mentri Dalam 

Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, sedangkan 

dalam hal perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa di desa bungaejaya belum 

sepenuhnya sesuai dengan undang – undang perpajakan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis atas penerapan perpajakan di 

Desa Sidoharjo-I Pasar Miring dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Perhitungan perpajakan Desa Sidoharjo-I Pasar Miring sudah sesuai dengan 

Undang-Undang No.42 tahun 2009 yaitu mengalikan Dasar Pengenaan 

Pajak dari Barang Kena Pajak dikalikan dengan tariff 10% dan dengan pasal 

2 ayat (1) huruf b dan ayat (3) PMK 154 tahun 2010 dan PMK 16 tahun 

2016 yaitu mengurangkan nilai pembelian dari nilai PPN dikalikan dengan 

tarif 1,5%. 

2.  Penyetoran perpajakan Desa Sidoharjo-I Pasar Miring sudah sesuai dengan 

Undang-Undang diatur dalam Pasal 15A UU PPN 1984 yaitu menyetorkan 

pajak pertambahan nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Diatur 

dalam pasal 10 ayat 6 PMK 243 tahun 2014 yaitu menyetorkan pajak 

penghasilan pasal 22 dengan Surat Pemberitahuan Masa. 

3. pelaporan perpajakan Desa Sidoharjo-I Pasar Miring belum sesuai dengan 

UndangUndang, berdasarkan pasal 15A Undang-Undang PPN 1984 yaitu 

bendahara wajib melaporkan pajak pertambahan nilai paling lama akhir 

bulan berikutnya. Berdasarkan pasal 10 ayat (6) PMK 243 tahun 2014 

bendahara desa wajib melaporkan pajak penghasilan pasal 22 paling lama 

14 (empat belas) hari setelah masa pajak berakhir. 
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4. Bendahara desa belum sepenuhnya menerapkan peraturan perpajakan  

Sesuai dengan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 

dalam hal penyetoran kewajiban pajak terutang beserta sanksinya ke kas 

negara dalam jangka waktu yang ditentukan bendahara pengeluaran 

SKPD/kuasa BUD diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

5.2. Saran  

Setelah menganalisis dan menghasilkan beberapa kesimpulan atas 

penelitian, adapun hal-hal yang dapat disarankan penulis dan mungkin dapat 

menjadi bahan masukan dan perhatian bagi bendahara Desa Sidoharjo I Pasar 

Miring antara lain yaitu : 

1. Harus terus mempertahankan penerapan perpajakan dalam perhitungan 

sesuai dengan undang-undang yang terkait. 

2. Bendahara desa harus mempertahankan penerapan perpajakan dalam 

penyetoran berdasarkan undang-undang yang telah ditentukan. 

3. Bendahara desa sebaiknya tepat waktu dalam melaporkan dan membayar 

pajak PPN dan PPh Pasal 22 ke kas Negara, agar tidak terus menerus 

dikenakan denda atas keterlambatan melapor. 

4. Bendahara desa sebaiknya membayar denda atas keterlambatan melapor, 

agar tidak adanya perketatan pajak atas pidana. Sebagai wajib pajak 

terutama instansi daerah harus melakukan kewajibannya dalam membayar 

pajak termasuk tepat waktu dalam melapor. 
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